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ABSTRAK

PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

NABILA ZATADINI

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik
dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu upaya yang
dilakukan secara terencana. Menurut Renstra BAPPEDA dalam satu dasawarsa
terakhir, lemahnya fungsi koordinasi dalam mekanisme perencanaan
pembangunan daerah mengakibatkan pembangunan yang telah terjadi kurang
mencerminkan tuntutan kebutuhan riil daerah dan aspirasi masyarakat.
Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimana peran BAPPEDA
dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara?
(2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran BAPPEDA dalam peningkatan
dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data
primer, data sekunder dan data tersier, dimana masing-masing data diperoleh dari
penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Peran BAPPEDA telah
dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Utara Nomor 01  Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Peran tersebut dilaksanakan
sebagai peran perencana, pengkoordinasi, dan pengendali pelaksanaan serta
penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. BAPPEDA juga mempunyai
Bidang Prioritas Pembangunan (Windu Cita) Kabupaten Lampung Utara merujuk
pada SK Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD)
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang
secara Konkrit tercermin dalam bentuk Kegiatan-kegiatan Pembangunan yang
diselenggarakan setiap tahun anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat
beberapa faktor yang menghambat kesuksesan BAPPEDA dalam pembangunan
yaitu kurangnya SDM, kapasitas dan kapabilitas serta kurangnya staf yang
memiliki kemampuan dalam mendukung administrasi dan teknis di Kabupaten
Lampung Utara..

Kata Kunci : Peran Bappeda, Peningkatan dan Percepatan , Pembangunan
Kabupaten Lampung Utara



ABSTRACT

THE ROLE OF THE DEVELOPMENT PLANNING AGENCY IN THE
IMPROVEMENT AND ACCELERATION OF DEVELOPMENT IN
NORTH LAMPUNG REGENCY

By

NABILA ZATADINI

The development is a process of change towards a better condition with the aim of
improving the welfare of the community through an effort made in a planned
manner. According to the Renstra of BAPPEDA in the last decade, the lack of
coordination function in regional development planning mechanism resulted in
less development reflecting the demands of real regional needs and community
aspirations. The problems in this research were formulated: (1) What is the role of
BAPPEDA in improving and accelerating the development in North Lampung
Regency? (2) The factors that hamper the role of BAPPEDA in increasing and
accelerating the development in North Lampung Regency?

This research was conducted through normative and empirical approach with
primary data, secondary data and tertiary data, where each data obtained from
library research and field. Qualitative design was applied in this research to
analyse the data.

Based on the results of the research and discussion, the Role of BAPPEDA was
implemented by referring to North Lampung Regency Regulation No. 01 of 2015
on Medium Term Development Plan of North Lampung Regency. BAPPEDA
also has a Development Priority (Windu Cita) of North Lampung Regency that
refers to SK Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD number
30 in year 2016 that concerning on the status of progress and Village
Independence which was concretely reflected in the form of the development
activities that held every fiscal year. Based on the research results, there were
several factors that obstruct the success way of BAPPEDA in the development, it
was because of the lack of human resources, capacity and capability and the lack
of staff who have the ability to support the administration and technical in North
Lampung Regency.

Keywords : The role of BAPPEDA, enhancement and acceleration, the
development of North Lampung Regency
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Otonomi daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”.

Otonomi daerah memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai suatu
implementasi  tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara
memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas, nyata dan memiliki
tanggung jawab, terutama dalam hal mengatur, memanfaatkan, serta menggali

berbagai sumber-sumber potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing.

Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam
Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan



pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan

rakyat.

Tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu

tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.

1) Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk
mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.

2) Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya
pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk
pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber
keuangan.

3) Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya
peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan

kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Di kehidupan sehari-hari, istilah pembangunan sangat sering digunakan dalam
berbagai bidang. Pembangunan sering kali dikait-kaitkan dengan bidang
ekonomi, bidang politik, mental, tata negara, dan bidang-bidang lainnya.
Istilah ini sering kali dikait-kaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik

ataupun perubahan hal-hal lama ke berbagai hal baru.

Pembangunan dapat diartikan sebagai setiap kegiatan terencana yang
dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik, Menurut
Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial

yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun



mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan, budaya atau kultur
lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota
masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk

tujuan mereka sendiri.*

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di
daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu
dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat
secara aktif. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan
pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan

pembangunan proyek — proyek penunjang daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,
sehingga kebijakan pembangunan nasional sebaiknya diintegraskan dengan
strategi pembangunan daerah yang bertumpu pada karakteristikdan potensi
daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih
baik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu upaya
yang dilakukan secara terencana. Disinilah peran strategi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan
visi-misi kepala daerah melalui penentuan program/kebijakan prioritas
berdasarkan potensi wilayah, permasalahan maupunisu strategi yang ada. Pada

dasarnya perencanaan meliputi 3 (tiga) konsep yaitu:

! Zulkarimen Nasution, Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya,
(PT Raja Grafindo Persada : Jakarta 2007) him 254



1) Proses Memilih, melakukan perencanaan juga berarti memilih atas
berbagai alternatif kegiatan yangmungkin dilakukan karena tidak
semua kegiatan yang diinginkan dapat dilakukan secara simultan.

2) Alat Pengalokasian Sumber Daya, perencanaan meliputi proses
penentuan bagaimana penggunaan sumber daya (SDA,SDM,
Keuangan/penganggaran) yang tersedia.

3) Alat Untuk Mencapai Tujuan, pada proses perencanaan ditentukan
target dan sasaran yang terukur sehingga dapat digunakan sebagai
media untuk mencapai tujuan pembangunan.

Agar dapat menghasilkan perencanaan yang baik, maka setiap penyusunan
harus menggunakan data dan informasi yang valid dan up to date. Tanpa dan
informasi yang akurat, maka perencanaan yang disusun tidak tepat sasaran ,
salah prioritas, salah dalam pengambilan kebijakan bahkan rentan terhadap
pemborosan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas untuk melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah menurut sekertaris Bappeda
Drs. Budi Trisno Tamin di bidang perencanaan pembangunan daerah , fungsi
Bappeda meliputi :

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.

2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan daerah.



4) Pelaksanaan tugas lain yangdiberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Tugas Bappeda meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, kajian dan
koordinasi kebijakan pembangunan di bidang sosial, budaya maupun
ekonomi. Perencanaan yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah dan
penganggarannya, baik antar waktu sektor maupun wilayah. Monitoring yaitu
pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Bappeda
juga bertugas untuk melaksanakan evaluasi kebijakan pembangunan , serta
pelaksanaan kajian (kegiatan penelitian dan pengembangan) sebagai masukan
bagi proses perencanaan berikutnya dan/atau perumusan kebijakan
pembangunan. Selain itu tugas lain Bappeda meliputi pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan di daerah.?

Pembangunan di kabupaten Lampung Utara menurut Renstra Bappeda
Kabupaten Lampung Utara Dalam satu dasa warsa terakhir ini, bangsa
Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial dan politik, yang terjadi
secara dinamis serta bersamaan di berbagai daerah, termasuk didalamnya
Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan tersebut antara lain, meningkatnya
jumlah penduduk miskin dan pengangguran, melemahnya kegiatan produksi
dan produktifitas masyarakat serta dunia usaha, menurunnya kapasitas dan
kualitas tingkat pelayanan prasarana dan sarana umum daerah, menurunnya
penerimaan Pendapatan Asli Daerah, menurunnya ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap

? Hasil Wawancara Dengan Sekertaris Bappeda Kabupaten Lampung Utara



1.2.

birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terjadinya pergeseran
nilai — nilai sosial budaya masyarakat, lemahnya fungsi koordinasi dalam
mekanisme  perencanaan pembangunan daerah, yang mengakibatkan
substansi pembangunan kurang mencerminkan tuntutan kebutuhan riil daerah
dan aspirasi masyarakat, rendahnya kualitas hasil — hasil pembangunan,
sehingga fungsi dan manfaat proyek tidak berlangsung lama sebagaimana
yang direncanakan.?

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut mengenai “Peran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di Kabupaten

Lampug Utara”.
Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang muncul

dalam penelitian ini adalah :

1) Bagaimanakah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
peningkatan dan pecepatan pembangunan di Kabupaten Lampung
Utara?

2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peningkatan dan pecepatan

pembangunan di Kabupaten Lampung Utara?

* Renstra Kab.Lampung Utara him.85



1.3.Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup
kajian.Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi
Negara, Sedangkan lingkup kajian penelitian ini dilakukan di Bappeda

Kabupaten Lampung Utara.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui Bagaimanakah peran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam peningkatan dan pecepatan pembangunan
di kabupaten Lampung Utara?

2) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat
peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peningkatan

dan pecepatan pembangunan di kabupaten Lampung Utara?

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara

teoritis maupun secara praktis,yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang
hukum administrasi negara, khususnya mengenai implementasi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan

pembendaharaan litelatur dan menambah khasan dunia kepustakaan,



sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan
penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama

lain.

2) Kegunaan Praktis

a. Sebagaimana masukan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung
Utara dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah..

b. Sebagai tambahan informasi bagi Masyarakat Lampung Utara terkait
pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi Penulis terkait
implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintahan Daerah

2.1.1. Pengertian Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seiring dengan
perkembangan masyarakat yang semakin kompleks Undang-Undang
tersebut di lakukan amandemen yang pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah
amandemen yang kedua.
Pengertian pemerintah daerah di atur dalam Bab 1 pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang No.23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi :
“Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

4Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
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Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsusr
peneyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkat
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

Pemerntahan daerah meliputi Gubernur,Bupati , atau Walikota,dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
berkaitan dengan hal ini peran pemerintahan daerah adalah segala sesuatu
yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang,
dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Otonomi Daerah
Otonomi daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah
“Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah selain memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai

suatu implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara
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memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas, nyata dan memiliki
tanggung jawab, terutam dalam hal mengatur, memanfaatkan, serta
menggali berbagai sumber-sumber potensi yang terdapat di daerahnya

masing-masing.

Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan
dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan
daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang
nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip
bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan
tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi
untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan
daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak
selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi
yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya
harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi,
yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.’

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

> Mudrajad Kuncoro ,0Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, (Erlangga: Jakata
2014) Him 231
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berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian
hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun
kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan
mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya
bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi
antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan
menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu

tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi:

4) Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk
mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD.

5) Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya
pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk
pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber
keuangan.

6) Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya
peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan

kesejahteraan masyarakat Indonesia.
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Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 yaitu:

1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya.
2) Untuk meningkatkan Pelayanan umum di daerah kekuasaaannya.

3) Untuk meningkatkan daya saing daerah.

Otonomi daerah memberikan manfaat yang cukup efektif bagi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan
wewenang kepada suatu daerah dalam mengatur urusannya sendiri.
Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun
pemerintah itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa melaksanakan
tugasnya dengan lebih leluasa dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.®

2.1.3. Wewenang Daerah

Dalam pasal 1 ayat (6 dan 12) di terapkan pengertian otonomi dan daerah
otonomi yakni :’

“Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat

6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
"Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
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setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan
Pemerintahan Desa yang mana memiliki hak otonom daerah atau dasar
perimbangan keuangan dengan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.?

Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah.’
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah di kemukakan di atas
, maka yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah
otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi
dimana unsur penyelenggara pemerintah adalah Gubernur, Bupati, dan
Walikota.

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas maka
berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang-wewenang pemerintahan
berasal dari peraturan perundang-undangan.Pada delegasi terjadilah suatu
wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan yang telah memperoleh
wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan atau jabatan. Jadi

suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang

8 oc.Cit.
*Loc.Cit.
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mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem
Konijinenbelt mendefinisikan sebagai berikut:*
1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintaholeh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan.
2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan
bahwa hanya ada dua organ pemerintahan memperoleh wewenang yaitu
atribusi dan delegasi, mengenai atribusi berkenaan dengan penyerahan
wewenang baru , sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang
yang telah ada oleh organ yang memperoleh wewenang secara atributif
kepada orang lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.
Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut padamandat tidak
dibicarakan penyerahan wewenang , tidak pula pelimpahan wewenang dalam
hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun setidak-tidaknya dalam
arti yuridis formal.™
Pemerintah Daerah adalah kombinasi dari Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.Kepala Daerah sendiri adalah Administrator
Daerah.
Pemerintahan Daerah menetapkan strategi, policy (kebijaksanaan), anggaran

pendapatan dan pengeluaran (APBD), dan berbagai rencana pembangunan.

'%Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta, Rajawali Pers 2016) him 101
“Ibid him 102-103
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Kedudukan Peraturan Daerah adalah analog dengan kedudukan Peraturan
Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang
negara, sedangkan peraturan pemerintah adalah di bidang eksekutif dan

bukan termasuk bidang legislatif.*?

2.1.4. Organisasi Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan |administrasi pemerintahan| serta program dan

kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota

dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atay Organisasi Perangkat

Daerah (OPD)[merupakan organisasi atau lembaga pada|Pemerintah Daerah

yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh
masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan
kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu

organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah, yang terdiri atas|urusan wajib|flan urusan pilihan| namun tidak berarti

setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi
tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan
pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangandaerah secara efektif dan efisien.

Penataan [Organisasi Perangkat Daerah|serta penyusunan struktur organisasi

pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan

prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo Hukum Administrasi Negara ( Ghalia Indonesia) him 113-

114


http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/
http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/
http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/
http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/
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pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan

strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah [Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007| sebagai perubahan terhadap

PeraturanPemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan
kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.

Berdasarkan [Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

perangkat daerah [provinsi dan kabupaten/kota| ditetapkan melalui Peraturan

Daerah dengan bentuk sebagai berikut.
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota :

1) Sekretariat Daerah;

2) Sekretariat DPRD;

3) Inspektorat;

4) Dinas;

5) Badan dan;

6) Kecamatan.
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud selain
melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah juga
melaksanakan tugas pembantuan.®
Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan
diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban
kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban

kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran

13Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah


http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Farsip.unair.ac.id%2Farsip%2520lama%2Fdownload%2F6fd05f7df5e1b03672772818e34d7394.pdf&ei=TddUVPjhKoORuQTi_4L4AQ&usg=AFQjCNHrr4kroVUUHczeTEU0aP5mIO0zxQ&sig2=tTp8v3RQC1FPskUyuStRnA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Farsip.unair.ac.id%2Farsip%2520lama%2Fdownload%2F6fd05f7df5e1b03672772818e34d7394.pdf&ei=TddUVPjhKoORuQTi_4L4AQ&usg=AFQjCNHrr4kroVUUHczeTEU0aP5mIO0zxQ&sig2=tTp8v3RQC1FPskUyuStRnA
http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/pemerintah-kabupatenkota/
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masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan
berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan
lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja
pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan

keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Daerah

Tugas pokok Pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan kemandirian,
pembangunan menciptakan kemakmuran.

Fungsi-fungsi pemerintah daerah kurang lebih di dukung oleh perangkat
daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah alam bentuk suatu
organisasi adalah adanya urusanan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun
tidak berarti bahwasetiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk
kedalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-
kurangnya mempertimbangkan faktorkemampuan keuangan, kebutuhan
daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan,
jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah
dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan
yangakan ditangani sasaran dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu
kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak

senantiasa sama atau Seragam.
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Sekertaris Daerah
Sekertaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala
daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah

dan lembaga teknis daerah.

Sekretariat DPRD
Sekertasis DPRD dipimpin oleh sekertaris DPRD, Sekertaris DPRD
mempunyai tugas :

a) Menyelenggarakan administrasi kesekertariatan DPRD.

b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.

¢) Mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi DPRD.

d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan

olen DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan

kemampuan daerah.

Inspektorat

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina
dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangmenjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada

kepala daerah melalui Sekertaris Daerah.
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Dinas

Merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Kepala dinas daerah
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekertaris Daerah.
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang Dbersifat
spesifik berbentuk badan, kantor,atau rumah sakit umum daerah. Kepala
badan ,kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggungjawab

kepada kepala daerah melalui Sekertaris Daerah.

Badan
Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah ,badan dibentuk
untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah meliputi:

a) Perencanaan

b) Keuangan

c) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

d) Penelitian dan pengembangan

e) Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bartanggungjawab

kepadakepala daerah melalui Sekertaris Daerah.
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6) Kecamatan
Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan Perda
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat
yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimahan sebagian wewenang
bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah.kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari

Bupati/Walikota."

" peraturan Bupati Lampung Utara, No. 28 Tahun 2017, tentang Uraian Tugas Daerah
Kabupaten Lampung Utara
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2.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.1. Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan
BAPPEDA R.l yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan.
Yang Pertama, Bappeda tingkat | (Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda
Tingkat Il (Pemerintahan Kabupaten/Kota)

BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yang mana Badan ini menurut aturan KEPRES No. 27 Tahun 1980,
dalam Bab | bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.Dimana Bappeda berperan
sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang
perencanaan pembangunan Daerah.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi
pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-
luas maka Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam
Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut:

“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi
, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan

Daerah yang selanjutnya disebut kepala Bappeda”.15

KEPRES No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia
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Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka
menengah maupun rencana tahunan.

Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang pembentukan
BAPPEDA R.I, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan.
Yang pertama, Bappeda tingkat | (sekarang Pemerintah Provinsi) dan
Bappeda tingkat Il (sekarang Pemerintah Kabupaten/Kota).Dalam
melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat |
dan Tingkat Il berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana
Nasional dan Daerah.Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Bappeda Tingkat | dan Bappeda Tingkat Il
mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang

terdapat pada wilayahnya.

2.2.2. Organisasi Bappeda

Tugas pokok BAPPEDA adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah
dibidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.
Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud, Bappeda
menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaandan pembangunan

daerah;
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2) Penyelenggara urusan pemerintahan, pelayanan umum, dan koordinasi
dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan daerah;dan
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dan merupakan unsur staf dalam
bidang perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab kepada
Bupati dan Walikota.
Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Bupati Lampung Utara No.42 Tahun
2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara, berikut Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yaitu:
1) Kepala Badan;
2) Sekertaris;
3) Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunanl
4) Bidang Ekonomil,
5) Bidang Sosial Budaya;
6) Bidang Prasarana dan PengembanganWilayah;

7) Kelompok Jabatan fungsional.
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Menurut Pemendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerahsebagai unsur perencanaan yang memiliki tugas
dan fungsi®®:
a. Perumusan kebijakan perencanaan daerah
b. Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi,misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kebijakan, pembangunan masing-

masingsatuan kerja perangkat daerah.

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda

Untuk mendukung dan mengakomodasi peran Bappeda selaku institusi
perencanaan telah disusun Peraturan Daerah untuk mengatur pembentukan,
kedudukan , tugas , fungsi dan struktur organisasi dan tata kerja Bappeda dan
UPT Bappeda Kabupaten Adapun penjabaran tugas tertuang dalam Peraturan
Bupati Lampung Utara Nomor 42 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara dapat di jelaskan

sebagai berikut'’:

1) Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan
dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta penyusunan
kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

mendukung tugas-tugas pembangunan pemerintah daerah.

1‘SPemendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Yperaturan Bupati Lampung Utara No.42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
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Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan menyelenggarakan

fungsi:

a.

Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  perencanaan
pembangunan daerah;

Pengkoordinasian penyusunan, penataan dan pelaksanaan
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas perencanaan
pembangunan daerah;dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas

kesekretriatan sertta memberikan pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan.

Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekertriat

menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

Penyusunan rencana kegiatan internal Bappeda;

Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur Bappeda;
Pengelolaan administrasi keuangan; dan

Pelaksanaan urusan administrasi umum, meliputi urusan
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumah

tanggaan.
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Sekretariat dipimpin oleh sekertaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud, di pimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kabid Ekonomi

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan
mengendalikan tugas-tugas di bibang perencanaan pembangunan
perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan Subbidang
Pertanian dengan leading koordinasi yaitu satuan kerja Dinas
Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan,
dan Dinas Ketanahan Pangan. Subbidang Penanaman Modal dan
Dunia Usaha dengan leading koordinasi yaitu satuan kerja Dinas
Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
Koperasi dan UMKM, Subbidang Transmigrasi, Tenaga Kerja Energi
dan Sumber Daya Mineral dengan leading koordinasi yaitu satuan
kerja Dinas Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Energi dan

Sumber daya Mineral.
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang
Ekonomi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan dan
bahan rancangan kebijakan pembangunandaerah di bidang
ekonomi;

b. Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah di bidang ekonomi;

c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;

d. Penyusunan pengelolaan data dan informasi pembangunan
perekonomian;

e. Menyusun proyeksidan analisis permasalahan di bidang
Ekonomi serta merumuskan alternatif langkah-langkah
kebijakan pemecahannya;

f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di bidang Ekonomi;

g. Fasilitas bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama
pembangunan antar  kecamatan/desa ~ dan  antara
kecamatan/desa dengan swasta;

h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Ekonomi.

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Ekonomi membawahi sebagai berikut:
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a. Sub Bidang Pertanian
b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Dunia Usaha
c. Sub Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber
Daya Mineral
Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud di pimpin oleh
Kepala Sun Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang.

Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempuyai tugas pokok pelakasanaan analis
dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi
kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.
Rincian Tugas Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah
di bidang sosial dan budaya;

b. Perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan
pembangunan di bidang sosial dan budaya;

c. Pelaksanaan  koordinasi  penyusunan  dokumen  serta
mensinergikan perencanaan pembangunan daerah di bidang
sosial dan budaya;

d. Pelaksanaan analisis terhadap permasalahan di bidang sosial

dan budaya serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;
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e. Pelaksanaan  monitoring, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan
budaya;

f.  Pembinaan dan fasilisasi perencanaan pembangunan di bidang
sosial dan budaya.

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bidang Sosial Budaya membawabhi:

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Rakyat

c. Sub Bidang Kependudukan dan Pemeritahan
Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan
Derah

Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas pokok pelaksanaan analisis dan merumuskan
rancanagan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan
pembangunan dibidang perencanaan evaluasi dan informasi

Pembangunan Daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan

e.

mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan
program Kkerja, penyusunan rencana Kkerja, penyusunan
anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran,
pemantauan , pengendalian, evaluasi, pengelolahan data,
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi
program kerja untuk bahan penyempurnaan program
berikutnya;

Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban
tugas bidang kepala badan melalui seketaris;

Menyelenggarakn tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidan Prencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang Sosial Budaya membawabhi :

a.

Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan

b. Sub Bagian Data, Penelitian dan Pengembangan

C.

Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi
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Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh
seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
pokok mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan
Prasarana dan Pengembangan Wilayah dibidang pekerjaan umum,
perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, penataan
ruang, pengembangan, wilayah, perhubungan, komunikasi dan
informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,Bidang Prasarana
dan Pengembangan Wilayah, menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan perencanaan
terkait dengan Prasarana dan Pengembangan Wilayah
dibidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman,
lingkungan hidup, pertnahaan, penataan ruang, pengembangan
wilayah, perhubungan, komunikasi dan informasi;

b. Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan
dengan Prasarana dan Pengembangan Wilayah di bidang
pekerjaan umum , perumahan, dan permukiman, lingkungan
hidup, pertnahaan, penataan ruang, pengembangan wilayah,

perhubungan, komunikasi dan informasi;
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c. Pelaksanaan analisis permasalahan di bidang pembangunan
Prasarana dan Pengembangan Wilayah, serta merumuskan
altermatif pemecahan langkah-langkah kebijakan.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Bidang Prasarana dan Pembangunan Wilayah membawahi :

a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah

b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah

c. Sub Bidang Prasarana Wilayah

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana yang dimaksud,

dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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2.3. Percepatan Pembangunan

2.3.1. Pengertian Peningkatan Percepatan
Peningkatan berasal dari kata “Tingkat” yang berarti lapis atau lapisan dari
sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti
pangkat, taraf, dan kelas.Sedangkan peningkatan berarti kemajuan.Secara
umum peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan
kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan
pencapaian dalam proses, ukuran, sifat dan sebagainya.'®
Hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas, kuantitas
adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan
sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu obyek karena terjadinya
proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan.®
Menurut W.J.S Poewardarminta dalam buku nya Kamus Umum Bahasa
Indonesia bahwa yang di maksud dengan “cepat” dalam hal ini dapat di
artikan sebagai perbuatan yang di lakukan dengan proses perubahan secara
cepat dalam kurun waktu tertentu (rangka suatu yang akan di kerjakan),
misalnya rancangan-rancangan yang akan di laksanakan, rancangan suatu
usaha (pembangunan dan sebagainya) yang harus di selesaikan dalam jangka
waktu tertentu.?
Pada umunya suatu tujuan dan sasaran yang diharapkan akan lebih mungkin
terwujud apabila sebelumnya sudah ada perencanaan yang matang untuk

peningkatan dan percepatan pembangunan. Hal ini berarti dengan adanya

®peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer (Jakarta: Modernpres,

1995) him 160

BTim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,

1991) him 677
%W.J.S Poedarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka Jakarta 1987) him 265
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peningkatan dan percepatan pembangunan maka harus adanya percepatan di
dalam pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang di harapkan akan lebih
besar kemungkinan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari apa yang

di inginkan.

2.3.2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan dalam arti luas adalah sebagai proses pertumbuhan atau
kemakmuran, distribusi atau keadilan, transformasi atau kemajuan.
Pembangunan juga salah satu program pemerintah dalam memakmurkan
masyarakatnya. Sejak awal Orde baru hingga saat ini pembangunan selalu
menjadi fokus utama dalam program pemerintah, baik itu pembangunan dalam
bentuk fisik maupun pembangun dalam bentuk non fisik. Dalam
pembangunan yang berbentuk fisik yang salalu menjadi rencana bagi
pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah adalah
pembangunan dalam hal material yang diantaranya adalah pembangunan

infrastruktur.

Mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan definisi yang
bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja
di artikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan
daerah lainnya, dan negara satu dengan negaralainnya. Namun, secarar umum
ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk

melakukan perubahan. Berikut pengertian pembangunan menurut parah ahli:
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Nugroho dan Rochmin Dahuri, Pembangunan dapat di artikan
sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif
yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk
memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.**
Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan ialah suatu proses
perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan
secara terencana.”

Siagian , pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa, negara dan pememrintahan, menuju
modernitas dalam rangka pembinanaan bangsa.?

Alexander , pembangunan (development) adalah proses perubahan
yang mencangkup seluruh system sosial seperti politik, ekonomi,
infastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan
budaya.

Portes, mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi
ekonomi, sosial dan budaya.

Deddy T. Tikson, bahwa pembangunan nasional dapat pula di
artikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara
sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang

diinginkan.**

2 Nugroho dan Rochmin Dahuri, Pembangunan wilayah, (Ghalia Indonesia , 2004 ) him 288
2 Ginanjar Katsasmita, Pembangunan Untuk Rakyat , ( P.T. Pustaka Cidesindo, Jakarta 1996)him

354

2 Moeljarto T. Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi). (Yogyakarta:
PT. Tiara Wacana Yogya, 1995.) him 225
" Kencana Syafiie, Inu.Sistem Pemerintahan Indonesia.(Jakarta: Rineka Cipta, 2002.) him184
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Proses pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan
menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyususnan
pogram, kegiatan pogram, pengawasan sampai pada pogram terselesaikan.

Pertumbuhan Ekonomi di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari tingkat
pendapatan per kapita suatu daerah tersebut dan tergantung dari berapa besar
pendapatan / penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan daerahitu tinggi
maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan
suatu daerah itu di bawah rata-rata maka pertumbuhan ekonomi pembangunan

nya juga rendah.

2.3.3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia di terapkan

pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah yakni®® :

“suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.”

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan

daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan

% peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan
pembangunan daerah, Pasal 1
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kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, aksesterhadap pengambilan kebijakan,

berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Secara formil definisi terkait perencanaan pembangunan Daerah juga
disebutkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, pada Pasal 1 ketentuan

umum?’:

1. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

2. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
%’ peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan
pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
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3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

4. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

5. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau

disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan
yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah memiliki 4 (empat)
prinsip utama yaitu®®:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.

%% peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan
pembangunan daerah, Pasal 2
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2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama
para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing.

3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang

dengan rencana pembangunan daerah.

4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika

perkembangan daerah dan nasional.

2.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, memuat penjabaran visi
dan misi Bupati Lampung Utara, serta strategi, arah kebijakan dan program
pembangunan daerah, dengan mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan
memperhatikan rancangan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
Dalam proses penyusunannya RPJMD dilakukan secara partisipatif, dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.?

Pertimbangan dimensi ruang dan daerah dalam administrasi pembangunan
memiliki cara pandang atau pendekatan. Pertama, cara pandang perencanaan
pembangunan bagi suatu kota, daerah, ataupun wilayah, dimana masing-

masing sebagai suatu wujud (entity) bebas yang pengembangannya tidak

% peraturan Daerah Kabupaten Lampung Uatara No. 1 Tahun 2015, Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pasal Il Ayat (1) dan (2)
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terikat dengan lainnya. Ke dua, cara pandang bahwa pembangunan di daerah
merupakan bagian dari pembangunan nasional. Ketiga, cara pandang bahwa
perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi penentuan alokasi
sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah
direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya
kesenjangan ekonomi antar daerah.
Administrasi pembangunan, dalam kaitannya dengan dimensi ruang dan daerah
harus dapat mencari jawaban tentang bagaimana pembangunan dapat tetap
menjaga kesatuan dan persatuan, tetapi dengan memberikan kewenangan dan
tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya.®
Masa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dilaksanakan setelah 3 (tiga) bulan kepala daerah dalam hal ini Gubernur,
Bupati maupun Walikota dilantik, hal tersebut berdasar pada Undang-undang
25 tahun 2004 tentang SPPN yaitu pada pasal 19 ayat (3):
“RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat
3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”!
Tahapan persiapan penyusunan RPJM Daerah dilakukan untuk menyiapkan
keseluruhan kegiatan penyusunan RPJM Daerah provinsi dan kabupaten/kota,
hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentangSPPN

pada Pasal 9 ayat (2):

%0 Mirwansyah Prawiranegara, Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan
Wilayah dan Kota, Him. 17
31 Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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“Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui

urutan kegiatan:

1.

2.

penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
penyiapan rancangan rencana Kkerja;
musyawarah perencanaan pembangunan; dan

penyusunan rancangan akhir rencana pe:mbamgunan.”32

2 Loc.Cit,Undang-undang nomor 25 tahun 2004
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METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan
penelitian. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah:

1) Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literatur-literatur yang berkaitan dengan Peran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di

Kabupaten Lampung Utara.
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2) Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke
Kantor Bappeda Kabupaten Lampung Utara untuk melihat secara langsung
penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan
dengan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan
dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, serta melakukan
wawancara dengan informan yang dianggap dapat memberikan informasi

mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

3.2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer
Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari Kantor
Bappeda Kabupaten Lampung Utara penelitian dengan cara melakukan
wawancara kepada Syahrizal Adhar,S.H.,M.H., (Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Utara) dan Drs. Budi Trisno Tamin (Sekertaris
Bappeda Kabupaten Lampung Utara) untuk mendapatkan data yang
diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena
dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang
berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah
dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari

sumber kepustakaan yang terdiri dari :



45

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh

pembentuk hukum negara,* antara lain :

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Menteri Dalam Negri No.57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

5) KEPRES No. 27 Tahun1980 tentang Pembentukan BAPPEDA
Republik Indonesia.

6) Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah.

7) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara, No. 1 Tahun 2015 ,
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lampung Utara, Pasal Il Ayat (1) dan (2).

8) Peraturan Bupati Lampung Utara, No.42 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Lampung Utara.

%S0ejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Ul-
Press,2002), him.52.
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9) Peraturan Bupati Lampung Utara, No. 28 Tahun 2017 , tentang
Uraian Tugas Daerah Kabupaten Lampung Utara

10) Renstra Kab.Lampung Utara

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang,
hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.®*
Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini
di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang
berhubungan dengan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Dalam Peningkatan Dan Percepatan Pembangunan di

Kabupaten Lampung Utara.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain
kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan
bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta
bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

¥Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013),him. 23.
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3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Pengumpulan data, dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library
research)dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami
berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

b. Studi lapangan, dilakukan melalui penelitian langsung dilapangan guna
memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait Peran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan
Pembangunan Di Kabupaten Lampung Utara. Studi lapangan dilakukan
dengan wawancara langsung dan memberikan pertanyaan kepada

informan.

3.4.Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

a.

Identifikasi, identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang
berhubungan dengan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Lampung
Utara.

Pemeriksaan data, (editing), yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk
mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-
kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan

yang dibahas.
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c. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari
kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.

d. Kilasifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut
bahasannya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan
permasalahannya.

e. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara
sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah

dipahami.

3.5.Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode
deskriftip kualitatif, yaitu memberikan arti dan makna dari setiap data yang
diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dengan
bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dalam uraian tersebut dapat
ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan mengenai
Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan
Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Kesimpulan terakhir
dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang
bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

sehingga dapat diperoleh jawaban atas masalah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan
Percepatan Pembangunan Lampung Utara, antara lain dilaksanakan
dengan Peran normatif, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lampung Utara peran ini dilaksanakan sebagai peran yang diharapkan
dilakukan oleh pemegang peranan tersebut dengan aktifnya Bappeda
Kabupaten Lampung Utara sebagai Perencana, pengkoordinasi, dan
pengendali pelaksanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah, seperti penyusunan RPJP, RPJM, dan Renstra OPD. Bappeda juga
mempunyai Bidang Prioritas Pembangunan (Windu Cita) Kabupaten
Lampung Utara yang secara Konkrit tercermin dalam bentuk Kegiatan-
Kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun anggaran

berjalan dengan 80% keberhasilan pembangunan.
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2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Dalam Mengimplementasikan
Peningkatan Dan Percepatan Pembangunan Lampung Utara, antara lain
yaitu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lampung Utara masih terbatas
jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitas, kondisi ini berimplikasi
terhadap rencana pembangunan rencana yang dihasilkan baik dari sisi
kualitas maupun kuantitas, serta koordinasi yang belum optimal. Serta
masih kurangnya kemampuan sebagai aparatur dalam hal administrasi dan

teknis.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Bappeda Kabupaten Lampung Utara dapat meningkatkan
sumber daya manusia di bagian internal maupun eksternal agar lebih siap
menghadapi perencanaan pembangunan dan lebih baik dari sisi kualitas
dan kuantitas dalam rencana yang akan dihasilkan, serta sumber daya
manusia dalam hal tenaga perencanaan dan keahlian lebih meningkat
secara proposional dan sebaiknya dinas-dinas terkait juga lebih transparan
dalam memberikan laporan kegiatan kerja yang telah di laksanakan dan di
rencanakan Bappeda.

2. Pemerintah juga dapat membuat pelatihan untuk masyarakat tentang
pentingnya ilmu pengetahuan dan penrencanaan pembangunan, sehingga
menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam hal administrasi dan
teknis agar penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan

keahliannya. Pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan
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terpadu , maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang
di sesuaikan dengan tujuan yang ingin di capai agar apa yang akan di

laksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik
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